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WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung

jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa Walikota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, serta agar terdapat
kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dipandang periu
menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Penetapan besaran Uang
Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah

Kota Banjarmasin;

=

Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Taimbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonecia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahar()‘

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara. Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Ferubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya;

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 18);
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LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR
TANGGAL

02  TAHUN 2012
02 JANUARI 2012

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

TAHUN ANGGARAN 2012

JUMLAH UANG
No. UNIT KERJA PERSEDIAAN (UP)
(Rp.)

1. | Dinas Pendidikan 1.000.000.000,-
2. | Dinas Kesehatan 950.000.000,-
3. | Dinas Bina Marga 1.000.000.000,-
4. | Dinas Sumber Daya Air dan Drainase 650.000.000,-
5. | Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan 450.000.000,-
6. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 200.000.000,-
7. | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 300.000.000,-
8. | Dinas Kebersihan dan Pertamanan 500.000.000,-
9. | Badan Lingkungan Hidup 70.000.000,-
10. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 170.000.000,-
11, g:g:rg I;ze;:arga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan 270.000.000,-
12. | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 175.000.000,-
13. | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 75.000.000,-
14. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 115.000.000,-
15. | Satuan Polisi Pamong Praja 165.000.000,-
16. | Sekretariat Daerah 1.000.000.000,-
17. | Sekretariat DPRD 900.000.000,-
18. | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 750.000.000,-
19. | Inspektorat 190.000.000,-
20. | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 100.000.000,-
21. | Kecamatan Banjarmasin Timur 75.000.000,-
22. | Kecamatan Banjarmasin Utara 75.000.000,-
23. | Kecamatan Banjarmasin Tengah 75.000.000,-




24. | Kecamatan Banjarmasin Barat 75.000.000,-
25. | Kecamatan Banjarmasin Selatan 75.000.000,-
2. | Badan Nertotikakota 45,000,000,
27. | Badan Penangguiangan Bencana Daerah dan Kebakaran Kota 60.000.000,-
28. | Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 550.000.000,-
29. | Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi 50.000.000,-
30. | Dinas Pertanian 150.000.000, -
31. | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 230.000.000,-
32. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan 170.000.000,-
33. | Dinas Pengelolaan Pasar ' ¥ 206:000.000,-
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